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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian Polres Kota Mataram. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris, pendekatan Perundang-Undang, Pendekatan  konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian yaitu pertama penerimaan laporan dari masyarakat, kemudian proses penyelidikan  jika terbukti dan alat bukti cukup ditingkatkan  pada proses  penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan. Kedua kendala penyidik Polres Kota Mataram dari faktor internalnya: anggota penyidik UPPA kurang, SDM terkait perkara anak minim, terbatasnya anggaran, faktor eksternal: saksi yang melihat langsung kejadian kurang, sulit mendapatkan barang bukti, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak steril.
Kata kunci : Penyelidikan penyidikan, Penganiayaan, Anak, Kematian

INVESTIGATION AND INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACTION OF ABUSE OF CHILDREN AFTER DEATH
(STUDY AT POLRES KOTA MATARAM)

ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the implementation of the investigation of criminal acts of child abuse resulting in death and the obstacles faced by the investigators of the Mataram City Police. The research methods used are empirical research, statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. The results of the study are firstly receive reports from the public, then the investigation process if it is proven that criminal acts and evidence have been sufficiently improved in the investigation process in the form of arrest, search, confiscation, detention and submission of documents to the Prosecutor's Office. The second obstacle for investigators from  the Police was internal factors: lack of UPPA investigators, lack of human resources related to children's cases, limited budget, external factors: lack of witnesses who saw the incident firsthand, difficulty in obtaining evidence, and the crime scene was not sterile.
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I. PENDAHULUAN

Penganiayaan terhadap anakmengakibatkan kematian di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang sangat memprihatinkan, sebanyak 73,7 % (tujuh puluh tiga koma tujuh persen) anak mengalami kekerasan di dalam rumahnya sendiri. Angka kekerasan terhadap anak tahun 2018 semakin meningkat, berdasarkan data Komisi  Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama kurun waktu 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 306 kasus dibanding tahun sebelumnya,[footnoteRef:1] sehingga Indonesia di anggap sebagai Negara darurat kekerasan terhadap anak.  [1: Laporan wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra  di akses tgl 20 Mei 2019] 

Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan laporan didominasi pada kekerasan fisik. Kasus penganiayaan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mataram pada tahun 2015-2018 sebanyak 76 kasus[footnoteRef:2]. Kemudian, di Kota Mataram sejak akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ini di gegerkan dengan kasus pembuangan bayi, sebanyak 10 bayi malang yang tewas akibat ulah pelaku dengan motif dan cara yang berbeda-beda bahkan dalam 1 satu hari ditemukan 2 bayi sekaligus, ada yang ditemukan di sungai dan bahkan di tempat sampah.[footnoteRef:3] [2: Hasil wawancara Bripka I Gede Arnawa,SH, Penyidik Polres Kota Mataram, 20 Juni 2019]  [3:  Lombokpost.net, radarlombok.co.id, insidelombok] 

Berdasarkan data dari Unit khusus anak yakni Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Mataram menunjukan bahwa dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai tahun 2018 penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian terdapat 5 (lima) kasus yang telah selesai dan pada tahun 2019 ini angka-angka kekerasan dalam bentuk tindak pidana penganiayaan sangat tinggi yakni berdasarkan data unit khusus anak UPPA berjumlah 40 kasus dan belum sampai 1 tahun penuh karena data yang saya ambil baru sampai bulan Mei pada tahun 2019 ini.
Guna menjamin ketertiban hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertujuan mencegah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman. Penegakan hukum dalam tahap pertama yaitu penyelidikan dan penyidikan yakni menangani kasus-kasus tindak pidana salah satunya tindak pidana kekerasan/penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini, bertujuan mencari dan menemukan alat bukti, dengan alat bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Kasus penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini adalahberbeda dengan penganiayaan pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban dan pelaku, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, anak sebagai pihak yang lemah dan dirugikan dalam peristiwa tindak pidana, mereka membutuhkan kepedulian sosial dan proses perlindungan hukum dan penegakan hukum oleh lembaga–lembaga sosial utamanya pemerintah Indonesia. 
Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penyusun tertarik mengadakan penelitian ilmiah, dengan judul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian (Studi di Polres Kota Mataram)” permasalahan yang di bahas adalah sebagai berikut : 1Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian di Polres Kota Mataram dan 2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian di Polres Kota Mataram.
Penelitian dilakukan dengan tujuan : a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian di Polres Kota Mataram dan memahami kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian di Polres Kota Mataram.
Manfaat penelitian ini adalah : a. Manfaat Secara Akademis, sebagai salah satu prasyarat menempuh Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram b. Manfaat Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan  kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana Penganiayaan terhadap anak, dan c. Manfaat Secara Praktis, untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat umum agar mengetahui kinerja serta kendala dari penyidik polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
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Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian hukum empiris, Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach), dan Pendekatan Sosiologis.
II. PEMBAHASAN
Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian (Studi Di Polres Kota Mataram)
Penganiayaan terhadap anak biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan dengan anak (korban) seperti ibu, ayah, orangtua wali, guru, dan tetangga dan kemudian cenderung berisiko mengalami penganiayaan di dalam rumahnya sendiri yakni dengan kata lain ada 2 (dua) subyek atau orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini yaitu pelaku orang dewasa dan pelaku adalah anak.
Tabel 1. Jumlah kasus penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian tahun 2016-2018
	No
	Tempat
	Jumlah Kasus
	Keterangan

	1
	Karang Genteng, Tanah Beak, Narmada
	2
	Tahun 2016

	2
	Narmada, Rumah Sakit Kota Mataram
	2
	Tahun 2017

	3
	Lingsar
	1
	Tahun 2018

	
	Jumlah
	5 kasus
	selesai


Sumber : Unit PPA Polres Kota Mataram
xvi
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Aibpa Sri Rahayu SH selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Pelaksanaan penyelidikan dalam perkara antara lain:
1. Tahap penyelidikan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menentukan dalam atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana)
Tahap penyelidikan, penyelidik memiliki wewenang menerima laporan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti serta mengadakan tindakan lain menurut aturan yang berlaku.
Selanjutnya Pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajeman penyelidikan dan penyidikan menentukan bahwa:
Ayat 1 “Kegiatan penyelidikan meliputi:
a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
b. Pengamatan (observasi);
c. Wawancara (interview);
d. Pembuntutan (surveillance);
e. Penyamaran (under cover);
f. Pelacakan (tracking); dan
g. Penelitian dan analisis dokumen.
Ayat 2 “Sasaran penyelidikan meliputi:
a. Orang;
b. Benda atau Barang;
c. Tempat;


d. Peristiwa/kejadian
e. Kegiatan.
Hasil wawancara dengan Aibpa Sri Rahayu SH selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Pelaksanaan penyelidikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini dimulai menerima laporan tindak pidana, kemudian membuat surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan langsung ke tempat terjadinya tindak pidana, setelah itu baru melakukan penyelidikan awal melaksanakan visum/otopsi terhadap korban ke Rumah Sakit,  mencari keterangan dan barang buktimelakukan introgasi saksi-saksi, olah TKP mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, saksi/korban, introgasi terlapor, mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut serta mengadakan tindakan lain menurut aturan yang berlakumelakukan koordinasi kepada pihak Rumah Sakit mengenai hasil otopsi korban dan terakhir melakukan gelar perkara dalam hal ini analisa evaluasi untuk menentukan pasal yang disangkakan dan apakah terlapor bersalah atau tidak dan apakah terlapor terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, barulah perkara tersebut dapat ditingkatkan di   penyidikan.[footnoteRef:4] [4: Hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, Pada Tanggal 22 Juni 2019  jam 10:00 WITA di  Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Mataram
] 

Dalam penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini subyek yang melakukan tindak pidana tersebut ada 2 (dua) yakni orang dewasa dan anak – anak. Dari jumlah data kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdapat 4 kasus pelaku penganiayaan oleh ibu kandung dan 1 kasus pelaku penganiayaan oleh anak (teman korban anak tersebut). Pelaksanaan penyelidikan terhadap 2 subyek pelaku ini berbeda, baik terkait motif dan modus operandinya. Jika pelaku ibu kandung semua kasus tindak pidana dengan motif malu, tidak memiliki ayah biologis si bayi (anak yang baru dilahirkan) dan biasanya dengan melahirkan sendiri. Kemudian jika pelaku anak motifnya dan modus operandinya pada perkelahian anak remaja.
Pelaksanaan penyelidikanpun berbeda, yakni perlakuan selaku penyelidik umum untuk pelaku dewasa dan penyelidik anak untuk pelaku anak. Ketentuan peraturan pelaksanaan penyelidikan sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni seperti yang dijelaskan diatas, tetapi perbedaannya jika pelaku anak harus di perlakukan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitsem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan didampingi oleh penyelidik,penyidik anak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada saat pemeriksaan juga, penyidik anak tidak memakai seragam agar tidak menimbulkan rasa trauma pada anak. Penyidik anak sudah mempunyai pengalaman sebagai penyidik anak, mempunyai minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
2. Tahap Penyidikan
Tahap penyidikan adalah tingkatan dari tahap penyelidikan, dilakukan dengan menerima laporan tentang tindak pidana, melakukan tindakan pertamadi tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, dasar turunnya Surat Perintah Penyidikan, dirangkai dengan tindakan berupa pengiriman SPDP, upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan), pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara (resume dan pemberkasan), serta penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
Untuk tahap penyidikan diataur dalam Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan dan Penyidikan menyebebutkan bahwa:
Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:
a. Penyelidikan;
b. Pengiriman SPDP;
c. Upaya Paksa;
d. Gelar Perkara;
e. Penyelesaian berkas perkara;
f. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
g. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
h. Penghentian penyidikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Baiq Aulia Purwanti Nirmala S.Pd selaku penyidik anak Polres Kota Mataram, setelah turunnya surat perintah penyidikan pihak penyidik mengambil hasil otopsi si korban, melakukan penyitaan barang bukti, membuat sket TKP (gambaran denah tempat kejadian perkara serta letak ditemukannya barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dimaksud), melaksanakan gelar perkara, gelar perkara dalam perkara tindak pidana penganiyaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini adalah menggunakan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kemudian melengkapai mindik/administrasi kelengkapan berkas perkara, melaksanakan tahap 1 (pengiriman kelengkapan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Mataram) kemudian melakukan koordinasi ke jaksa penuntut umum terkait tindak pidana, jika berkas perkara dirasa kurang lengkap JPU memberikan P19 (kertas kelengkapan yang kurang) kepada penyidik dan penyidik harus melengkapi petunjuk JPU. Kemudian pengiriman kembali berkas perkara yang telah dilengkapi P19 sesuai petunjuk JPU dan melaksanakan tahap 2 (pelimpahan tersangka dan barang bukti) ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).[footnoteRef:5] [5: Hasil wawancara dengan Bripda Baiq Aulia Purwanti Nirmala, S.Pd Pada Tanggal 25 Juni 2019 Jam. 10:00 WITA di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Mataram] 

Pelaku dewasa dalam penjatuhan pasal/pasal dugaan untuk dibawa ke Penuntut Umum yakni dengan menggunakan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB XI LARANGAN berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pasal ancaman pidana pada Passal 80 ayat (3) yakni berbunyi “dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan dilanjutkan Pasal 80 ayat (4) “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”.
Kemudian jika pelaku anak maka tetap menggunakan Pasal 80 ayat (3) tetapi dalam ketentuan ancaman pidana anak yakni setengah dari orang dewasa. Kemudian digunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, jika memenuhi persyaratan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk dapat di diversi atau penyelesaian perkara anak dari dalam pengadilan ke luar pengadilan dengan syarat: ancaman pidana maksimal 7 tahun, tidak merupakan residivis (pengulangan tindak pidana). dan jika tidak memenuhi syarat diversi, anak sebagai pelaku tetap melakukan proses peradilan pidana yakni di Lembaga PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial (LPKS).
Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polres Kota Mataram dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian
1. Faktor Internal 
Faktor internal adalah hambatan atau kendala yang terdapat dari dalam atau dari pihak Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Polres Kota Mataram itu sendiri dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian, adapun kendala internalnya antara lain:
a. Kurangnya anggota penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, selaku kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) mengungkapkan bahwa[footnoteRef:6] : “Kurangnya anggota penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini menjadi menhambat tuntasnya suatu pelaksanaan penyidikan terhadap suatu perkara. Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdapat 11 (sebelas) anggota, 1 (satu) kanit dan 10 anggota lain yang terbagi menjadi 3 (tiga) subunit/regu. Dengan semakin merajalelanya perkara terhadap anak dan perempuan di Kota Mataram ini membuat penyidik dengan anggota kurang sulit mengatasi perkara – perkara yang ditangani dengan kuantitas perkara tiap bulan tetap ada”. [6: Hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada tanggal 2 Juli 2019 jam 100:00 WITA] 


b. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas penyidik anak terkait dengan perkara anak.
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, selaku kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) mengungkapkan bahwa[footnoteRef:7]: “Penyidik anak pada Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (UPPA) berjumlah 11 (sebelas) anggota, 1 (satu) Kanit, 10 (delapan) anggota yang dibagi menjadi 3 (tiga) unitsub atau regu. Baru terdapat 2 anggota yang memiliki kompetensi atau sertifikat sebagai penyidik anak. Akan tetapi 8 diantaranya telah mengikuti pelatihan – pelatihan teknis peradilan anak walaupun belum mendapat sertifikat kompetensi sebagai penyidik anak. Dengan semakin bertambahnya kejahatan terhadap anak tiap tahunnya berpengaruh juga terhadap SDM penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) ini dan terbatasnya pengetahuan SDM anggota tetap dilengkapi oleh penyidik lain sebagai atasan untuk bekerjasama”. [7: Hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu,  tanggal 20 Juli 2019 Jam 10:00 WITA di Unirt Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Mataram] 


c. Terbatas anggaran sehingga tidak terdapat biaya Otopsi korban pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, SH selaku kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) mengungkapakan bahwa : “Anggaran pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) tidak terdapat anggaran untuk visum/otopsi korban melainkan hubungan langsung dari pemerintah kepada instansi rumah sakit, akan tetapi tidak semua rumah sakit dan puskesmas yang diberlakukan melainkan masih banyak rumah sakit dan puskesmas di Kota Mataram ini yang belum berlaku. Dokter s-pesialis otopsi juga bareu terdapat 1 di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, juga menjadi kendala kami”.

2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah hambatan atau kendala yang terdapat diluar organisasi kepolisian atau pihak Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yaitu pada subjek dan objek perkara penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian tersebut, yang sangat mempengaruhi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. 
a. Kurangnnya saksi yang melihat langsung kejadian tindak pidana;
	Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, SH selaku kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Mataram mengatakan[footnoteRef:8]: “Bahwa dalam perkara penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini sama seperti halnya dengan perkara persetubuhan, terlapor/pelaku mencari tempat sepi dalam melakukan tindak pidananya dan tidak ada orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi penyidik masih bisa menggunakan saksi petunjuk yaitu saksi yang menerangkan, karena dikatakan saksi adalah yang mengetahui dan mendengar. Seperti contohnya : sesaat sebelum kejadian ada hal yang mencurigakan yang dilihat oleh masyarakat terhadap terlapor/pelaku terburu-buru melakukan sesuatu, atau terakhir kali melihat terlapor/pelaku berada dimana bisa dijadikan saksi petunjuk oleh penyidik”. [8: Hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, SH selaku kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polre Kota Mataram pada tanggal 2 Juli 2019 jam 10:00 WITA] 


b. Sulit mendapatkan barang bukti;
Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu selaku kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) mengungkapkan bahwa[footnoteRef:9]: “Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan memang tetap ada hambatan pada tiap perkaranya, mulai dari perkara ringan sampai perkara berat seperti penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini. Barang bukti adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana tersebut terkadang ada yang menyembunyikan dan membuang barang bukti tersebut tetapi pihak penyidik kepolisian dibuatkan Daftar Pencarian Barang (DPB) atas hilangnya barang bukti”. [9: Hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) tanggal 20 Juli 2019 jam 10:00 WITA] 


c. Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak steril;
Berdasarkan hasil wawancara Aipda Sri Rahayu selaku kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Mataram mengatakan bahwa[footnoteRef:10]: “Police line yaitu garis polisi yang tidak boleh dilewati atau dimasuki oleh orang yang tak berwenang terhadap TKP. Sejak dipasanag garis polisi, TKP dintakan sebagai status quo, status apa adanya atau asli persis saat kejadian perkara. Tidak boleh dimasuki, diutak-atik, dipegang-pegang tanpa prosedur yang dibenarkan forensic kepolisian. Yang terjadi acap kali garis polisi tersebut dimasuki oleh warga karena ketidaktahuan TKP diinjak, barang bukti dipegang yang seharusnya ada sidik jari terlapor/pelaku pada barang bukti tersebut dapat hilang”. [10: Hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu  selaku kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada tanggal 2 Juli 2019 jam 10:00 WITA] 




















III. PENUTUP

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian di Polres Kota Mataram di atas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian di Polres Kota Mataram yakni:
a) Tahap penyelidikan, penyelidik memiliki wewenang menerima laporan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti serta mengadakan tindakan lain menurut aturan yang berlaku.
b) Tahap penyidikan yakni turunnya Surat Perintah Penyidikan, dirangkai dengan tindakan berupa pengiriman SPDP, upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan), pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara (resume dan pemberkasan), serta penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
Subyek/Pelaku dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan kematian ini bukan saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga pelaku adalah anak. Dalam proses penyelidikan penyidikan pelaku dewasa oleh penyidik umum sedangkan pelaku anak oleh penyidik anak diberikan pelindungan, pendampingan dari proses pemeriksaan 
hingga sampai peradilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak.
2. Adapun yang menjadi kendala penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Mataram yaitu:
a) Faktor internal yaitu Kurangnya anggota penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA; Minimnya SDM Personil penyidik petugas terkait dengan perkara anak; dan Terbatas anggaran sehingga tidak terdapat biaya Otopsi korban pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
b) Faktor Eksternal yaitu kurangnya saksi yang melihat langsung kejadian tindak pidana; Sulit mendapatkan barang bukti; dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak steril.










SARAN
1. Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik polres Kota Mataram diharapkanlebih mempertimbangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan baik dalam mengambil diskresi kepolisian karena kemungkinan tidak bersalah bisa saja terjadi dan agar tidak melakukan kesalahan dalam mengambil langkah diskresi yaitu menggabungkan penyelidikan dan penyidikan secara langsung.
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam tahap penyelidikan dan penyidikan seyogyanya menjadi bahan pertimbangan utama bagi pihak penyidik dikemudian hari, antara lain :
a) Kepolisian perlu memberikan pendidikan khusus terhadap penyidik anak yang belum memiliki kompetensi sebagai penyidik anak.
b) Kepolisian perlu menambahkan petugas penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) agar mempercepat dan membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
c) Untuk pemerintah menambahkan anggaran khusus untuk melakukan visum/otopsi kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) agar tidak membebankan korban yang tidak mampu.
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